HARMONISASI

DRAFT HASIL
Kamis, 18 Juli 2024

RANCANGAN
PERATURAN D"AERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Menimbzng : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Presider., Nomor 25 Tehun 2021 tentang Kcebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarulangon Pangko dan Daerah Tingkart Il Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negz-a Republik Irdonesia
Nomor 2755);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4235) sebagnirana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Unaang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggant: 'Indang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang ‘lembaran Negara Rerublilz Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negzra
Republik Iadonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan La2mbaran
N!egara Republik Indonesia Nonio~ 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomm: 1 Tahun 2022 teatang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
gilg?l?ahan Lembaren Hegara Republik Indonesia Nomor

6. Pera}tcuran Presiden Nomor 25 Talhun 2021 tentang
liebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG  PYNYELZNGSARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ‘ni yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah dacrah dan dewan
perwalilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Bungo.
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10.

12.

13.

18

16.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjatnya
disingkat DPRD adalat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bungo.

Bupati adalah 3upati Bungo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten
dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

adalah
kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,  kepentingan  Masyarakat  setempac
berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dibormati dalam
sistern pemerintahan Negara Kesat*an Republik Indonesia.

Kabupaten Layak Anzk yang selanjutnya disingkat XLA
adalah Kabupaten cengan sistom pembangunan yang
menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan
khusus Anak vyang dilakukan secara terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Daerah K|.A yang selanjutnya disingkat RAD
KLA adalah serangkaiarn kebijakan, program, keziatan dan
penganggaran pembengunan dan pelayanan publik selama
5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah
Kabupaten untuk pemenuhan Hak Anak di dalam
mencapai Indikator KLA

.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan

dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk
mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan
nerundang-undangan,

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anek yang
masih dalam kandungan.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua,
Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.

_Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA

adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan
den Lsia Anak, informasi yang melindungi Anak, idak
mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan
sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai behan
eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat
bagi tumbuh kembang Anak.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang
selanjutnya disinglkat PAUD-HI adalzh upaya
pengembangan Anak usia dini yang dilakukar untuk
memenuhi kebutuhaa esensial Anak yang leragam
dan saling terkait secara simultan, cistematis, dan
terintegrasi.

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah

dan/atau ibu tiri, atau ayeh dan /atau ibu angkat. f
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17.

18.
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20.
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22.

23.

24.

25.

26.

Wali adalah orang atau badan yang dalam lenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua tethadap
Anak.

Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang
terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknyva, atau
ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau
keluaiga sedarah dalam garis lurus ke atas atau
ke bawah sampai dengan derajat <etiga.

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok,
organisasi sosial dan/atiu organisasi kemasyarakatan
yang ada di Kabupaten Tt bo. :

Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil. usaha
menengah dan/atau usaha besar yang me'alkukan
kegiztan ekoncmi.

- Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan forinal,

non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat,
peduli dan berbudiya lingkungan hidup, mampu
menjamin, memenuhi, menghargai Hak-Hak Arak dan
perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan
perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak
terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran,
pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait
pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah
fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta,
yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatai,
rawat inap kesehatan ibu dan Anak yang mampu
memenuhi Hak-Hak Annk dan mengedepankan pelayarian
yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang
berkunjung atau pada Anak yang berobat.

Ruang Bermain Famah Anal adalah ruang yang
dinyatakan  sebagai tempat atiu wadah yang
mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan
nyaman, terlindungi deri kekerasan dan hal-hal lain yang
membahayakan, tidal dalam situasi dan kondisi
diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang
Anak secara optimal dan menyeluruh.

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah
Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program,
dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah
Kabupaten yang berangg takan wakil dari unsur ek sekutif,
iegislatif, dan yudikatif yang membidangi Angk. dengan
didukung perguruan tinggi, organisasi non-perrerintah,
organisasi kepemudaan, Dunia Usaha, Orang Tua,
Keluarga dan melihatkan Forum Anak.

Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana
anggotanya merupakan perwakilan dari lelonipox Anak
atau kelompolk kegiatan Anak atau perscorar gan, dikelola
oleh Anak dan dibina olch pemerintah, sebagai sarana
menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keineinan, dan
kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya
disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah
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lembaga yang dibentul oleh Pemerintah Daerah untuk
mendukung pengawasiin penyelenggaraan pe:lindungan
Anak di daerah.

IAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

perangkat daerah dalain penyelenggaraan KLA di Deerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan
Perlin lungan Khusus Anak; dan

b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semuz pihak,
Masyarakat, dunia usaha. media massa, dan Anak dalam
menyelenggarakan KLA.

BAB III
PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan herdasarkan prinsip

a. non-diskriminasi;

b. kepentingan terbaik bagi Anak;

¢. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
Analk;

d. penghargaan terhadap pandangen Anak: dan

e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Strategi implementasi KLA udelah :

a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peian
kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegaharn dan
penyediaan layanan

h. peningkatan peran crang perseorangan, Keluarga, lembaga
perlindungan  Arak, lembaga kesejahteraan sosial,
organisasi kemasyeral.atan, lembaga pendidikan, media
massa, Dunia Usaha, dan Anak melalui advokasi, fasilitasi,
sosialisasi dan edukasi dan

c. peningkatan sarana can prasarana yang mencukung
pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

[ %
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BAB ™V
FPEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatvu
Umum

Pasal 6

Pemenuhun Hak Anak dikelompnkkan ke dalam 5 (hma)
klaster meliputi :

a. sipil dan kebebasan;

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. pendidikan, pemanfaalan waktu luang dan Kkegiatan
budaya; dan

e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Hak Sipil Jdan Kebebasan

Pasal 7

1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan
Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dalam bentuk :

a. akte kelahiran;

b. kartu identitas anak.

c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan
tingkat kecerdasannya,

d. mendapatkan informasi yang schat dan aman;

e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yarg sesuai
bagi mereka;

f. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik
tanpaseizin anak tersebut; dan,/atau

g. berpartisipasi dalam pembangunan melalui forum
anak di tingkat desa 'kelurahan, kecamatan bahkan
tingkat kabupaten.

(2) Dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, E:‘-etjap
Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggun;; jawab

untuk:

a. mengurus akte kelatiran anak setelah  anak
dilahirkan;

b. mengupayakan kaitu identitas anak;

¢. memberikan ruang  untuk berkumpul dan

berorganisasi  serta mendengarkan anak untuk

mengeluarikan pendapatnya; - _
d. mengawasi anak dalam mengakses hYerbagai informasi
serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
dan .
e. melindungi kehidupan pribadi anak dan t'dak
mengekspose tanpa seizin anak. |
(3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan f_ur.lg_mnya
menyediakan fasilitas uniuk pemenuhan Hal: Sipil dan

Kebebasan Anak, dengan : %
/ %
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a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah
dalam pembuatan akle kelahiran ;

b. meiibatkan anak ielalui forum anak di tingkat
d=sa/kelurahan, kecamatan dan Kabupalen da'em
musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum
lainnya yang sejenis; '

c. menyediakan call center anak sebagai sa-ana
komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan
dengan kepentingaa anak;

d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman
dengan melakukan pengawasan terhadap
penyeler.ggara jasa internet; dan

e. mcnyediakan kartu identitas anak.

f. menyediaan ruang baca atau pojok baca diruang
publik;

Bagian Ketiga
Hak dalamn Lingkungan Keluarga dan
Pengastithan Alternatif

Pazal 8

(1) Setiap Anak berhak mendapatkan halkk dalam lingkungan
keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana
dimaksud dalain Pasal 6 huruf b dalam bentuk :

a. mendapatkan priocitas  untuk dibesarkan oleh
orangtuanya sendiri,

b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali peri'sahan
tersebut untuk kepentingan anak;

¢. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh
kasih sayang,

d. mendapatkan pola :sun yang seimbang dari kedua
orang tuanya;

e. mendapatkan dukungan Kkesejahteraan roeskipun
orangtuanya tidak mampu;

¢ mendapatkan pengasuhan alternatif dalarr hal kedua
orangtuanya meninggal atau menderita penyalit yang
tidak memungkinkan untulk mengasuh anak; dan

g. mendapatkan keharmonisan keluarga.

(2) Dalam memenuhi hak dalam lingkungzn keluarga dan
pengasuhan alternatif, Setiap Orang Tua atau hcluarga
mempunyai tanggung jawab untuk :

a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhation,
perlindungan, fasilitas, menjaga keharinonisan
keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang
terbaik bagi anak, scsuai kondisi dan kemarnpuan
orang tua;

b. mencegah terjadinya pernikahan pada vsia anak serta
menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan
bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari
NAPZA, HIV den AIDS serta terlindung dari pornograf;

c. memberikan pendidiken keagamaan dan menanamkan
nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;

d. meinberikan wawaszn kebangsaan, kepahlawanan dan
bela negara sejak dini kepada anak; / /J

d
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(3)

(1)

(2)

€. memberikan dukungan kesejahteraan.

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak anak dalam

lingkungan keluarga dan pengasuhan lingkungan
alteinatif, dengan :

a. me:pberikan atau memfasilitasi pengasuhan alteynauif
bagl: anak yang orang tuanya meninggal maupun yang
sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;

b. membenkan dukungan kesejahteraan kepada semua

anak;
¢. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi

anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
dan Anak yang berhadapan dengan Hukun;

d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak
manusiawi dan merendahkan martabat manusia;

e. me.agadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola
asuh anak yang baik atau membentuk l!embaga
l.onsultasi bagi keluarga;

f. berperan aktif memban' u keluarga dalem menjalarnkan

kewajibaniiya: dan

mencegah ridal: terjadinya perkawinan pada usia anek;

h. menyediakan Infrastruktur ramah anak, 1uang
bermain ramah anak dan Rute aman selamat sekolzh.

Bagian Keempat
Hak Kesehatan Dasar dan Fesejahteraan

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehataa dasar
dan kesejahieraan, scbagaimana dimaksud dalam Pesal 6
huruf ¢, dalam bentuk ;
a. tidak untuk digugurkan lecuali membahayakan
xeselamatan ibu,
h. gizi yang baik sieyak dalam kandungan;
a.r susu ibu sampai usia dua Tahun; .
d. imunisasi dasar lengkap; ;
pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
f. lingkungan bebas atap rokok;
. kescdiaan air bersil
h. akses jaminan scsial; dan
perlindungan dan  -ehabilitesi dari NAPZA, HIV dan
AlDS,
Dalam memenuhi hak krsehatan dasar dan kesejahteraan
anak, Setiap Orang ‘tua atau Keluarga mempunyai

tangpung jawab untuk :
memenuhi gizi yang baik sejak dalam kandungan;
memberikan air susu ibu sampai usia dua Tahun;

mermenuhi imunisasi dasar lengkap;
melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara

berkala;
membebaskan anak dari asap rokok;

e.
f memenuhi kebituhan akan air bersih:
mengupayakan jaminan sosial; dan

.

| (A
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h. mniencegah anak dari NAPZA, HIV dan AIDS.

(3) Perangkat Daerah seruai dengan tugas dan fungsinya
menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan
dasar dan kesejahteraan, dengan :

a. menyediakan puskesmas ramah anak;

b. menyediakan ruang menyusui di Kantor Pemerintah
maupun swasta;

b. menyelenggarakan dan memfasilitasi sa-ana dan
prasana Posyandu disetiap dusun/lingkungan;

¢. menyediakan air bersih;
melakukan penataan ruang terbuka hijau serta
lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;

e. menyediakan ruang publik tanpa asap rokoic; dan

f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan
angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian
anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar
gizi dan standar kesehatan.

g Memfasilitasi setiap anak tidak mampu untuk masuk
dalam data terpadu kesejahteraan sosial:

Bagian Kelima
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dun Kegiatan Budaya

Pasal 10

(1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan,
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan hudava,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d daam
bentuk :

a. Dberpartisipasi pada pendidikan anak usia clini;

b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memperoleh pendidikan;

¢. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan
kreativitas;

d. berekreasi; dan

e. memiliki waktu luang untuk beristirahat <an
melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah
raga.

(2) Dalam memenuh: hak pendidikan, pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan budaya, Setiap Orang Tuva atau
Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :

a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia
dini;

b. memberikan kcsempatan yang seluas-luasnva kepada
anak untuk memperolzh pendidikan dan membangun
komunikasi terait kegiata1 belajar mengajar di
sekolah dengan pihak sekolah;

c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak
untuk mengembang kan minat, bakat dan kreativitas;

d. memberikan waktL luang untuk beristirahat dan
melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah

[ 4

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(3)

(1)

e. meluangkan waktu untuk berekreas:. bersama anak-
anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungeinya
menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidiken,

Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya,
dengan :

a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya keoada
anak untuk memperoleh pendidi<an dengan menjamin
terselenggaranya program wajib brelajar 12 (dua belas)
tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya;

b. memberikan kesemipatan dan aksebilitas bagi anak
penyandang disahilitas untuk memperoleh penddikan;

¢. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak
penyandang disabilitas;

d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;

€. menyediakan taman kabupaten/kota, 'taman bermain,
gedung keseniar. dan gelanggang olah raga sebagai
wadah untuk mengasah dan mengembanglkan bakat;
minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan
olah raga; |

f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang
pendidikan:

g memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak
mampu;

h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka
atau Pusat Keg atan Belajar Masyarakar;

.. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi
dalam bidang alcadeinik, seni budaya dan olah raga;

J-  mengeluarkan  kebijakan  untuk penyelenggara
pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari
lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan,
kecuali frerlibat tindak pidana; dan

k. menyelenggaral:an masa orientasi pese-ta lidik yang
edukatif dan tanpa kelerasan; dan

1.  membentuk pusat kreatifitas anak.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 11

Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lwruf e,
dalam liondisi ;

situasi daiurat;

berhadapan dengan hukum;

dari kelompok minoritas dan terisolasi;

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

korban peniyalahgunaan narkotiki, alcohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya,

korban pornografi,

dengan HIV/AIDS;

kcrban penculikan, penjualan dan/perdagangan;

korban kekerasan fisik dan/ atau psikis,

spoop

bt~ B

korban kejahatan seksual;
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korban jaringan terorisme;
venyandang disabilitas;
. korban perlakuan salah dan penelantaran;
dengan prilaku sosial nienyimpang; dan/atau
korban stigmatisasi dan pelabelan terkait der.gan
kondisi orang tuanya.

w2 g Sh

(2) Setiap Orang Tua atau Keluarga harus menjalankan fungsi
dan tanggungjawabnyx dalam hal pemenuhan hak anak
secara optimal agar enak dapat terhinder dari kondisi
khusus sebagaimana diinaksud pada ayat (1).

(3) Perangkat Dzerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang perlindungan znak
mengupayakan pemenuhan Hak Perlindungan Khusus
dengan :

a. menyusun programr untuk mencegah agar anak ldak
terlibat dalam situasi dan kondisi sebagaimana
dinaksud pada ayat (1);

b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial
bagi anak penyandang disabilitas: dan

c. menyediakan fasilitas pelayaran pengaduan 24 jam,
Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan

Bagiar Ketujuh
Fewajiban Anak

Pasal 12

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang undangan maliputi :

a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta deerehnya,;

¢. memelihara dan melestarikan budaya, kesenian dan
kearifan local yang ada di daerah;

d. menunaikan ibadah sest ai ajaran agama yang dianut;

e. menghormati orang tua, wali, guru, orang yang lebih tua
dan orang lain dimanapun berada;

f. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;

g. menjaga dan memelihara sifat gotong royorg;

h. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia diranapun

berada; ’

i. melaksanakan  kewajiban  belajar sesuai  tingkat
pendidikan;

j. menjaga ketertihan, keamanan, kebersiharr dan

ketentraman lingkungan;

k. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat
masing-masing;dan .

. berperan aktif dalam program pemerintah dacrah untuk
anak;
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BAB V
PEMENUHAN INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Indikator KLA terd ri atas :

a. penguatan kelembagaan; dan
b. klaster KLA.

(2) Indikator Fenguatan Kelembagaan sebagaimana cimnaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Peraturan Daerah tentang KLA;

b. penguatan kelembagaan KLA; dan

c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia
Usaha dalam pementihan Hak Anak dan perlindungan
khusus Anak.

(3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi ;

a. klaster hak sipil dan kehebasan;

b. klaster lingliungan Keluarga dan pengasuhan
alternatif;

c. klaster keschatan dasar dan kesejahteraan;

d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan
kegiatan budaya; dar

e. klaster perlindungan khusus.

(4) Indikator KLA sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
menjadi pedoman pembentukan RAD-KLA.

Bagian Kedus.
Penguatan Kelembagaan

Pasal 14

Pemenuhan indikator pungustan  kelembagaan KLA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 avat (2) huruf b paling
sedikit meliputi :

fasilitasi penguatan ka»asitas Gugus Tugas KLA;

fasilitasi penyusunan RAD KLA;

koordirasi KLA;

fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja

pembangunan Daerah;

e. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana
teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak;

f, penyusuanan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang
perlindungan Anck;

g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anzk;

h. pelaksanaan kajian bidang perlindungan Anak;

i. fasilitasi penyediaan data perlindungan Anak Indonesia,

profil Anak; dan
7.l
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duli Anak Daerah; ey
1 'penguatun pelembagaan pengarusummaa.n Ff

. forum lembaga profesi;

media;

cr_gamsa’si keagamaan;

organisasi kemasyarakatan; dan

akademisi dan tenaga riset,

e Faszhtam pembentukan  tim  pelaksana  layanan
kesejahteraan Anzk integratif atau nama lain di luar Panti
Sosial.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Sipil dan Kebebzsan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16
Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (3) huruf a memiliki indikator :

a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
b. ketersediaan fasilitas [LA; dan
c. pelembagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 17
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d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiraln melalui upaya
aktif dari petugas dan pemberian akta <urang da7i 60
(enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-unaar.gan,

e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan

f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil
Anak melalui kepemilixan akta k=lahivan. .

g. Pelaksanaan kerjasama dengan piha%c lain dalam
percepatan penerbitan KIA dan Akta Kelahiran;

h. Menciptakan inovasi dalam percepatan penerb.tan KIA dan

Akta Kelahiran;

Pasal 18

Pemenuhan indikator ketersediaar. fzsilitas ILA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit dilakukan

melalui penyelenggaraan program !

a. penyelenggaraan sisteni elektronik yang aman, handal dan
bertanggung jawab;

b. penyebaran ILA; dan
c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas ILA.

Pasal 19

Pemenuhan indikator pelembagaan partisipas’ Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf ¢ paling sedikit

melalui penyelenggaraan program :

a. mendorong terbentuknya Forum Anak;

b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;

c. pelathan  partisipasi ~ Anak dalam  perevcanaan
pembangunan bagi Forum Anak;

d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;

e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor

dan pelapor; dan

Fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap

pengambilan  kebijakan  terkait Anak sejak dari

perencanaan, peleksanaan, hingga pengawasan dan

evaluasi pembangunan.

]

Bagian Keempat
Klaster Lingkungan Kelurrga dan Pengasuhan Alteraatf

Paragraf 1
Umum

Pas: 120

Klaster lingkungen keluarga dan pengaéuhan alterratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b
memiliki indikator :

a. pencegahan perkawinan Anak;
b. penguatan kapasitas lembaga konsultas. penyedia layanan

pengastthan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; ﬁ
i
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c. PAUD-HI; =
d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatir dan ;
e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 21

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a paling sedikit
dilakukan melalui penyelenggaiaan program :

a. pembinaan dan layanan  konsultasi pencegahan
perkawinan Anak;

b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi
pasca nikah;

c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga
bagi rumaja;

d. pembinian dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan

e. sosialisasi pencegahan permikahan dini can seks bebas.

Pasal 22

Pemenuhan indikator pengl atan kapasitzs lembaga konsuliasi
penyedia layanan pengasuhan Anak bigi Orang Tua/Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam' Pasal 20 huruf b paling sedikit
dilakukan melalui penyelenggaraan program :

a. penirgkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat
pelayanan Keluarza sakinah dalam menyelenggarakan
pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;

b. penguatan dan peng;embangar. pusat pembelajaran
Keluarga;

c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga
konsultasi Keluarga nntuk aktif melakukan layanan
konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial:

d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita can
Anak;

e. pelaksanaan pencegahan stunting;

f. penyediaan layunan  konsultasi pengasuhan  dan
pendampingan penibentukan karakter Anak, penguatan
karakter Keluargn dan Masyarakat yang memperhatikan
kepribadian, karakter, dar budaya Daerah;

g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan
Keluargasejahtera; dan

h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narlkoba.

Pasal 23
Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana diraaksuc dalam

Pasal 20 huruf ¢ paling sedikit dilakukan melalui
penyelenggaraan program :

a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelengparaan
PAUD-HI pada satuan pen-lidikan Anak usia dini:

14
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b. peningkatan dukungan dan  pembinaan  untuk
meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada
jenjang pendidikan Anak usia dini;

¢. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia
dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping,
pendidik dan tenaza kependidikan, kader, penyuliuh, dan
sumber daya manusia lainnya; dan

d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah
PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 24

cemenuhan indikator standardisasi lembaga pengusuharn
alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d
paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Ar.ak dan
taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional
pengasuhan Anak;

b. pengembangan tempat p:ngasuhan Anak ramah Anak
sesual standar nasional; dan

c. pembeutukan dan pengluatan kapasitas Pesantren Ramah
Anak dalam memberikan pengasuhan alternauf bagi
santri/wati.

Pasal 25

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak
di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pesal 20
huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan
program:

a. pembargunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;

b. pelaksanaan pckan nasional keselamatan jalan;

c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum
massal dan/atau bus Sekolah Ramal Anak;

pembangunan rute aman dan selamat ke/dar. sekolah;
pembanguna. zona selamat sekolah;

pembangunan taman atiu wisata ramah Anak;
pembangunan dan pembinaan linzkungan rumah ibadah
ramah Anak; dan

pembangunan ruang, terbuka hijail terpadu dengan Ruang
Bemain Ramah Anak.

S Rt A

Bajrian Kelima
Klaster Kesehatar Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebigaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf ¢ memiliki indikator :

a. persalinan di fasilitas kesehatan; f%
/)
/ 14
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b. status gizi balita;

¢. pemberian makan pada Layi dan Anak usia di tawah 2
(dua) tahun;

d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;

lingkungan sehat; dan

ketersediaan kawssan tanpa rokok dan laraagan iklan,

promosi, dan sponsor rokok.

=0

Paragraf 2
Pe nenuhan Indikator

Pasal 27
Pemenuhan indilator persalinan di fasilitas kesehatan

sebugaimana dimaksnd dalam Pasal 22 huruf a paling sedikit
dilakukan 1nelalui penyelenggaraan program :

a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan me.akukan
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem
rujukan maternal dan neonatal;

b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal
pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi,
pendampingan dar fasilitasi;

c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan
kesehatan reproduksi dan mental; dan

d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis,
dan hepatitis B.

Pasal 28

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimara dimaksud
dalam Pasal 26 huruf b paling sedikit dilakukan melalui
penyelenggaraan prograrn :

a. pemberian suplemen vilamin A dan obat cacing pada
halita;

b. pemantauan tumbuh kembang balita;

¢. pelatthan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebeagai
pelopor dan pelapor gizi;

d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara
berkala;

e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;

f. penjaringan dan pendampingan kasvs kekurangan 3izf
pada balita dan balita rentan gizi kurang;

s, penurunan prevalensi gizi pada balita;

h. pemberian makanan tambahan;

i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lenghap; dan

j. pemberian fasilitas kesehalan pada ibu dan Anal.

Pasal 29

Pemenuhan ind‘kator pemberian makan pada bayi dan Anak
usia dibawah 2 (dua) tahun sebagaimana dirnaksurl dalan?
Pasal 27 huruf ¢ paling sedikit dilakukan melalul
penyelenggaraan program : 7

f

s
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peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
peningkatan pembenan air susu ibu eksklusif;
penanganan stunting m *lalui pos pelayanan terpadu;
pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara
berkala;

pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Ana’;
penyediaan dan peningkatan fasilias laktasi; dan
optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada
hari kerja,

Pao o

=

=

Pasal 30

Pemenuhar indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan
ramah Anak sebagaimiana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d
paling sedikit dilakukan melalui penyelenggarazn program :

a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan
yang sesuai standar;
peningkatan dukungan akreditasi;
penvelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 - 24
(nol sampai dua puluh empat) bulan; |
d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalem bulan
imunisasi Anak sekolah;
e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencsgahan
infexsi HIV dan sifilis;
f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan
hepatitis B dari ibu ke Anak;
g. peningkatan du'wungan dan/fatau fasilitasi terapi
pencegehan TBC;
h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana
standar pneumonia;
i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan us‘a sekolah dan
remaja;
j- peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehacan
jiwa dan napza pada usia sekolah;
k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat
kesehatan Masyarakat ramah Anak;
l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan
terlatih Konvensi Hak Anak;
. peningkatan kualitas pelayanan lkesehatan bagi Anak; dan
penyediaan [asilitas laktasi di ruang publik, kantor di
lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

s
H
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Pasal 31

Pemenuhan  indikalor  linpgikungan  schat  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 hruf e paling sedikit dilakakan
melalui penyelenggaraar program :

a  peningkatan pelaksunaan 5 (lima) pilar sanitasi total
berbasis Masyarakat,

b. peningkatan peran len/baga kesejahteraan sosial Anak di
luar asuhan Keluarga,

c. peningkatan persentasc rumah tangga yang mendapatkan

akses air bersih; dan f/
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d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga
sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 32

Pemenuhan indikator ketersedinan kawasan tanpa rokok dan
Ia.rangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebapgaimana
dimaksud dalar Pasal 26 huruf f peling sedikit dilakukan
melalui penyelenggaraar program :

a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;

b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan
pelapor;

. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daeral;

G. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang
berkaitan dengan kegiatan Anak; dan :

e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga
pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada
kegiatan terkait Anak.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanar Kesehatan Ramah Anak
Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan
Keseha*an Ramah Anak.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. tempat praktek mandiii tenaga kesehatan;
b. pusat kesehatan masyarakat;
c. klinik; dan
d. rumah sakit.

(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi
ketentaan :

a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :

1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi
Hak Anak;

2. tersedia data terpilah tentang pemernuhan Hak
Anak sesuai usia, ienis kelamin dan pe.masalahan
kesehatan Anak; dan

3. mampu melaksanakan penanganan Ilekerasan
terhadap Anak.

b. sarana dan prasarana yang meliputi :
1. ruang khusus untuk layanan konseling bag’ Anak;
2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi
dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
memiliki ruang laktasi;
sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan

disabilitas
f i
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelavanan
Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupat .

Bagisn Keenam
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan
Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luarg dan kegiatan

budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3] huruf
d memilild indikator :

a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

b. Sekolah Ramah Anak; dan

c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativ.tas,
dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 35

Femenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua
belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a
paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;

b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi
wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua dan
Wali Anak;

d. pemberian fasilitasi pemnglcatan partmlpam wajib belajar

12 (dua belas) tahun;

penyediaan fasilites pendidikan Anak luar sekolah: dan

bantuan pembiayean pendidikan bagi Anak kurang

mampu.

o

Pasal 36

(1) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Analk sebagaimana
dimaksud calam Pasal 34 huruf b paling sedit dilakizkan
melalui penyelenggaraan program :

a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap
jenjang pendidikan;

b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak
pada jenjang pendidikan Anak usia dini. pendidikan
dasar dan menengah;

c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramzh Anak;

d. pengawasan ketersedinan makanan sehat bagi Anak di
sekolah;

/

/
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e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyele1ggaraan
pendidikan dj sekolah;

f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk
mer}dapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan

g. peningkatan partisipasi Orang Tua, Ilembage
Masyarakat, dun Dunia Usaha dalam peniembangan
Sekolah Ramah Anak.

(2) Keteatuan lebihi lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupali. '

Pasal 37

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas uniuk kegiatan
budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf ¢ paling sedikit
dilakukan melalui penyelengzaraan program :

a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan
kegiz.tan budaya,

b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan

c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anek untuk kegiitan
kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses

semua Anak.

Bagian Ketujuh
Klaster Perlindungan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 38
Klaster perlindungan khusus sebagairnana dimalksud dalam
Pasal 13 ayat (3) huruf e me miliki indikator :

a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;

b. Anak yang dibebaskan (ari pekerja Anak dan bentuk-
bentuk pekerjaan fe buruk untuk. Anak;

¢. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika,
psikotmpika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-
AIDS; :

d. pelayanan bagi Anak kovban bencana dan konflik;

e. pelayaran bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok

minoritas dan terisolasi:
f. pelayanar bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;

penyelesaian kasus Anak yang berhadapan derigan hukum
melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;

dan

h. pelayanan bagi
stigmatisasi aliba
Orang Tuanya.

Anak korban jaringan terorisme dan
t dari pelabelan terkait dengan kondisi

4
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Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 39

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kskerasan
dan eksploitasi sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 3% huruf
a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

a. fasilitasi pencegahan dan penanganan 4nak korban
kekerasan dan eksploitasi;

b. pelatthan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan peiapor
dalam mencegah kekerasaan;

c¢. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anax korban
kekerasan;

d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di
destinasi wisata;

e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi
pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan
eksploitasi; dan

f. pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.

Pasal 40

Pemenuhan indikator Arak yang dibebaskan dari pekerja Anak
dan bentukbentulk pekerjaan terburuk untuk Anak
sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 38 huruf b paling sedikit
dilakukan melalui penyelenggaraan program :

per:cegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
pencanangan zona bebas pekerja Anak;

pengintegrasian isu pekerja Anak;

penanganan kasus pekeija Anak;

pemeriksaan penerapan norma perlindungin pekerja
Anak; dan

f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentulk
pekerjaan terburuk untux /nak.

w oD op

Pasal 41

Pemenuhan indikator pelayenan bagi Anak korban pornografi,
narkotika. psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi
HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 luruf ¢
paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi
HIV-AIDS;

b. fasilitasi mmternet aman untuk Arak korban pornografi,
narkotika, psikotropikn, dan zat adiktif lainrya dan
terinfeksi HIV-AIDS; dan

c. fasilitasi penanggulangan korban porndgrafi, narkotika,
psikotropika, dan zat adktil 'ainnya dan terinfexsi HIV-
AIDS.

( [+
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Pasal 42

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana
dan konﬂl_k_Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d
paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
fasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana;

perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;

fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat-
penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang
memperhatikan kepentingan Anak; dan

f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana vang
memperhatikan kepentingan Anal: melalui sosialisasi,
edukasi, dan simulasi.

® a0 op

Pasal 43

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang
disabilitas, keloinpok minoritas dan terisolasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3% huruf e paling sedikit dilakukan
melalui penyelenggaraan program:

a. fasilitasi perlindungan Anak penyandarg disabilitas,
kelompok minoritas dan terisolasi; ;

b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas,
kelompok minoritas can terisolasi yang memb ituhkan;
dan

c. penyediaan sekolah inklusi.

Pasal 44

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku

sosizl menyimpang sebagaimana dimaksud delam Pasal 38

huruf { paling sedikit dilakukan melalui pe-veleiggaraan

program :

a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial
menyimpang, dail

b. pendampingan bagi Anak dengan periiakn  sosial
menyimpang.

Pasal 45

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anok yaig
berhadapan dengan hukum melalui diverm.kf.usus untuk
Anak yang menjadi pelaku sebagaimana'd:maksud da]mn:
Pasal 38 huruf g paling sedikit dilakukan melalul

penyelenggaraan program :

a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan

hukum; , i
b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan SO

dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang

berhadapan dengan hukum;
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c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak unftuk
penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum
melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;

d. penyediaan tenaga pendamping;

fasilitasi mediesi; dan

fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan

dengan hukum yang diselesaikan clengan pendekatan

keadilan restoratif,

o

Pasal 46

Pemenuhan indikator pelayar an bagi Anak korban jaringan
terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan
kondisi Orang Tuanyza sehagrimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf h paling sedikit dilakukan melalui openyeleaggaraan
program:

a. rehabilitasi sosial;
b. pelay inan medis; dan
c. pelayanan psikologis.

BAB VI
TAHAPAN KLA

Bagian Kesalu
Umum

Pasal 47

(1) Tahapan KLA meliputi :

a. perencanaan KLA;

b. pra-KLA;

¢, pelaksanaan KLA; dan
d. evaluasi KLA.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) mempertimbanglkan pandangan Anak yang
diperoleh melalui konst asi Anak.

Bagian Kedua
Perencanaan KLA
[*asal 48

Tahapan perencanaan  KLA sebagaimana dimaksid dalam
Pasal 47 ayat (1) hurnf a, terdiri atas :

a, deklarasi KLA;
h. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan

¢. profil KLA.

[ A
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Pasal 49

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Deklarasi KA sebagai

perwujudan komitmen Daerah dalam i
penyelenggaraan KLA gty

Pasal 50

(1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA sebagai wadah atau
lembaga dalam penyelenggaraan KLA di Daerah

(2) Gugus Tugas KLA terdiri dari unsur :

Perangkat Daerah yang membidangi ana’s;
masyarakat;

media massa;
dunia usaha;
perwakilan anak.
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(3) Gugus Tugss KLA dibentuk dengan susunan keanggolaan
sebagai berikut:

Ketua;

Wakil Ketua;

Sekretaris; dan

Sub Gugus wgas kelembagaan; dan

Sub Gugus Tugas 5 (lima) klaster KLA.

(4) Gugus Tugas KLA sehagainana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

o oTE
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Pasal 51

Gugus Tugas KLA sebagaimiana dimaksud dalam Fasal 50

mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan dan menyinkronkan oenyusinan
Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;

b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan
sarana dzlam rangka penyelenggaraan KLA;

c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan
edulkasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
KLA; dan |

e. membuat laporan penyeclenggaraan KLA kepada bupati
secara berkala dengan tembusan kepada Gubemnur,
Menteri yang -menyelenggarakan urusan di bidang
pemerintahan  dalarn  negeri, dan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
perlindungan anak.

Pasal 52

(1) Gugus Tugas KLA mervusun Profil KLA yang berisi data
dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan
berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

/
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2) Data sebagzimana dimakssd pada avat (1)
diperoleh dari Perangkat Daerih terkzit dan hasl
penelitian valid lainny1 yang disusun sezzra berkala d2n
berkesinambungan.

(3) Profi. KLA sebegamala dimaksud pada ayzt (1)
meTupakan sumbe: Iata bagi evaluasi KLA di Daerah.

Fagian Ketiza
Pra-XLA

Pasz2133

Talzpan Pra-KLA sebegaimana dalam Pasal 45 ayat (1)
buruf b meliput-

a peniaian mandin KLA; Jan

b pemvusvnan RAD KLA

Pas=154

{1) Gugus Tuoses KLA melakukan Penilaizn maniii KIA
schegaimana domaksud dalam Pasal 53 huruf a untux
mengsishui status KA Deesh  ssbelum memmilad
Denelengzaraan (1A

2| Peoizsan "pandin sebagzimana dimaksnd pedz ayat (1)
didasarian pada 22 uapmuheszpaJIﬁmemmlsang

mencakup welentezaan dan 35 (Ema) kaster

Fenizian Mandii diafukan dengan mengacy pada
pedownan vang telah ditetapian oleh Menteri yansz
oroysengrarskan  wrusan  poemermtahan di | badang
perindongzn anzk

il

Pasal 535

1} Gugus Tugas KL memyusun RAD KiA  deagan

-—

Peraturan Prrsaden teniang Kebizkan KL A

Doliimen Namona] Kebijakan KLA;

Lis Nasicnzl penaslenggaraan KLA dan

dokumen perencanaan pembangunin dasmah sang
meput

! Rencana Pembanzunan Jangka Menengab Dasiah-

2 Rencana Kerja Pemerintah Dierah

3 Rencena St"a.rzs Satuen Kena Perangkat Da=xah:

4 PRencanz ‘erja Satuan Kema Peranghat Darrah.

(21 RAD KLA memuzt datz dasar vang menjabarksn smas
dan kondis Anak di Daerah vang disusun dan dperoand
seczra bericlz dan brkesnamburgan.

(3 Data dasar vang dkumpulkan minimal adalah data Anak
vanz diabarkan terdasarkan peda indikator KLA dan
terpeah menurut jeus ke lamin, vmur, dan kewnla-ahan

F {"c

B Dipindai dengan CamScanner

o "o Fl.l


https://v3.camscanner.com/user/download

(4) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:

a. menentukan fokus program dan menyusun lzegiatan
prioritas 1alam penyelenggaraan KLA dar.

b. menjadi pertimbangan dalam perencanaan progTam
dan kegia.an yany tepat sasararn,

¢. meningkatkan akurasi dalam pengukuran
perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan
perlindungan khusus Anak

(5) Dalam menyusun RAD KLA, Gugus Tugas KLA
berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, OPD, badan,
kantor terkait, lembaga layanan, dan lembaga lainnya
untuk memperoleh Sumber data dasar.

(6) Dalam mengumpulkan dan menganalisis cate dasar,
gugus tugas KLA dapat bekerja sama denpgan lembaga
pendidikar: atau lembaga riset lainnya.

1Bagian Keempat
I'elnksanaan KLA

Pasal 56 i

(1) Pelaksanaan KLA sebazaimana cimaksud dalam Pasal 47
ayat (1) huruf ¢ didasarkan pada rencana aksi yang
termuat dalam RAD KLA. '

(2) Gugus tugas KLA memobilisasi ssmua sumber daya, dana,
dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, mesyarakat, media massa, dan dunia
usaha Secara terencana, menyeluruh, dar berkelanjutan
untuk mempercepat pelaksanaan KLA.

(3) Dalam pelaksanean KLA, Gugus Tugas KLA melakukan
pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian
Indikator KLA pada tahun berjalan, mewmastikan
kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi
dan mengantisipasi permasalahan sekarang dan yang
akan datang.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 57

(1) Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara
berkala setiap tahunnya di tingkat kabupaten  kecamatan,
desa, dan kelurahan.

(2) Evaluasi KLA dlaksanakan untuk mengetahui capaian
penyeienggaraan KLA serta memberikan reko.neridasi bagi
perbaikan penyelenggaraan KLA.

] /I.d’
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BAB VII
SEKOLAH RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN RAMAH ANAK,
PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, TEMPAT IBADAH
RAMAH ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK, DAN DUSUN
LAYAK ANAK

Paragref 1
2ekolah Ramah Anak

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.

(2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimar.a dimalksud
pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekola 1 daiam:

a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalamn proses belajar
mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan
diskriminasi; dan

b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar
berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja
sama, menghargai keberagamar, toleransi dan
perdamaian.

Paragraf 2
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 59

(1) Ruang Bermain Ramah Anak dise'enggarikan di setiap
Kecamatan.
(2) Ruang Bermain Ramah Analk paling sedikit
diselenggarakan di
b. setiap fasilitas pelayanan publik;
¢. taman bermain Anak;
d. tempat wisata /Anak;
e
f.

pusat perbelanjaan; dan
perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Berrnain Ramah
Anak sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 60

(1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak rditetapkan pada setiap
fasilitas kesehatan.

(2) Penetapan Pelaysnan Kesehatan Ramah Anak dilasarkan
pada kemampuan setiap fasilitas keschaten dJalam
menjamin pemenuhan hak anak dalam preses pemenuhan
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

{
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(3) Pelayanan kesehata.a ramah anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ketentuan :

a. pembentukan kelerbagaan yang meliputi :

]. Penanggung jawab Pelayanan Kesehatin Ramah
Anak terdapat tenaga kesehatan yangz terlatih
tentang hak asas: anak;

2. tersedia data terpilah tentang pemeruhan hak
anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan
kesehatan anak;

3. terlaksananya persalinan di fasilitas kesehatan;
dan

4. tercapamnya target cakupan imunisas. bayi dan
balita.

b. sarana dan prasarana yang meliputi :

1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;

2. tersedia media tentang hak kesehatan anakh;

3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakar inisiasi
menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang
melayani persalinen);

4. tersedianya fasilitas kawasan tanpa rokok; dan

5. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

(4) Ketentuan lebih lanjut Penetapan Layanan Kesehatan
Ramah Anak diatur dale.m Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Rumah Ibadah Ramah Anzk

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Rumah Ibadah sebagai
Rumah Ibadah Layak Anak.

(2) Penetapan Rumah lbadah Ramah Anak didasarkan pada
pemenuhan hak analc dalam pelaksanaan ibadal sesuai
agama masing-masing.

(3) Rumah Ibadah Pamah Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memenuh: ketentuan:

a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
1. penanggungjawab tempat ibadah i1amah snak,
telah terlatih tentang
2. hak asasi anak; dan
2. terdapat kegiatan keagamaan bagi anak sesuai
usia dan jenis
4, kelamin.

b. sarana dan prasarana yang meliputi:

tersedia fasilites ibadah untuk anak;
tersedia sarana dan prasarana bagi anak

penyandang disabilitas;
/ 4;!\

tersedia fasilitas informasi layak anak;
tersedia tempal bermair. ramah anak; dan
B Dipindai dengan CamScanner
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(1)

(2)

(1)

(2)

Bde mmin

Paragraf 5
Kecamatan Layak Anak

Pasal 62

Kecamatan Layak Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu)
Kecamatan.

Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada indikator kecamatan layak anak
yang meliputi:

a. partisipasi anak dalam proses pembangunan;

b. ketersediaan kelompok olahraga, kesenian, minat dan
bakat anak;

c. memiliki mekanistie pencegahan dan respon cepat
penanganan korbar -

kekerasan pada anak; ,

pencapaian kepemilikan akta kelahiran;

pencapaian kepemilikan Kartu Identitas Anak;

persentase perkavviian anak, persentase kasus anak

dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting;

persentase anak yang mendapatkan peadidika;

ketersediaan layan.an informasi layak anak;

ketersediaan kelompok konsultasi keluarga:

ketersediaan kawasar tanpa rokok;

1. ketersediaan ruang bermain bagi anak; dan

1n. keterseaiaan profil anak Kkecamatan yang terpilah
menurut jenis kelamin dan umur.

Paragraf &
Dusun Layak Anak

Pasal 53

Desa Layak Anak ditetapkan paling sedikit 1 Isatr) Desa di
gsetiap Kecamatan.

Penetapan Desa Layak Anak scbagaimana dimak:ud pada
ayat (1) didasarkan pada indikator desa layak anak yang
meliputi:

a. peraturan desa/kebijakan tentang pemenuhan hak
dan perlindungan khusus anak;

b. ketersedinan anggaran untuk perlindungan anak;

partisipasi anak dalam pembangunan;

ketersediaan kelompok olahraga, kesenian, minat dan

hakat anak; !

pencapaian kepemilikan akta kelahira:;

pencapaian kepemilikan Kartu Identitas Anak;

p:rsentase perkawinan anak;

persentase kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang.

gizi lebih dan stunting;

persentase anak yang mendapatkan pendicikan;

. ketersediaan layanan informasi layak anak;

k. ketersediaan kclompok konsultasi keluarga,

oo
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l.  ketersediaan kawasan tanpa rokok, lavanan
pengembangan anak usia dini holistik integrartif;
ketersediaan ruang bermain bagi anak;

pelaksanaan fungsi perlindungan anak terpadu

berbasis masyarakat;

0. ketersediaan profil desa/kelurahan yzng memuat data
pilah tentang anak menurut jenis kelamin dan umur;
dan

p. data anak yang bekerja di perkebunan, "ertanian,
melaut, asisten rumah tangga.

o

BAB VI
KELEMBAGAAN ANAK

Bagian Kesatu
Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 64

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlinduagan dan
pemenuhan Hak 2nak di Daerah, Pemenntah Daerah
dapat membentuk KPAD.

(2] Ketentuan lebhih lanjul mengenai tata cara peribentukan
KPAD diatur dengan Feraturan Bupati.

Bagian Kedua
Forum Anak

Pasal 65

(1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan
KLAa.,

(2) Forum Anak szbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang
menampung aspirasi, suara, pendapat. keinginan, dan
kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan
perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan

sesaal dengan jenjang wilayah di mana Forum Arak itu
berada.

(3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayacr (1)
mempuiyal peran:

a. s=ebagai pelopor dan pelapor; dan
b. berpartisipasi dalam perencanaan pembanguna:.

(4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilakukan dengan:

a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan loeatif
yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak crang
lain untuk melakukan kebiasaan tersebut dan

b. melakukan pemetaan dan permhhan isu sesu.i dengan
kebutuhan serte kondisi lingkungan Anck, serta

memberikan alteriatif solusi atas izu tersebut.
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(5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksuc ayat (3)
huruf a dilakukan dengan:

a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan
perlindungan khusus Anak yang dialami ciri sendiri
maupun orang lain kepada orang dewasa yang
dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melirdungi
Anak; dan

b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak
dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping
dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi
dan dats pada wiiayah i mana Forum Anak i“u
berada.

(6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b rr eliputi:

a. melakukan sosialisasi tentang tinda< kekerasan
kepada teman sebaya;

b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan program
dan kegiatan terkait perlindungen Anak dari -indak
kekerase n;

¢. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan
di lingkungannya; dan

d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak
korban kekerasan kepada mitra daii seh.tor terkait.

Bagian Keempat
Satuan Tugas Penanganan Masalah
Perempuan dan Anak .

- Pasal 66

(1) Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak
merupakan satuan tugas yang a bentuk untuk membantu
menangani masalah perempuan dan Anak yang cilaporkan
ke unit pelaksana teknis dasrah yang mempuryai tugas
dan fungsi di bidang Perlindungan P:rempuan den Anak.

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur:

lembaga sosial Mausyarakat;

tokoh Masyarakat;

tokoh agama;

pengacara;

psikolog;

pekerja sosial;

tenaga kesehatan;

psikiater; dan/atau

unsur Masyarakat lainnya yang peduli terhadap
perempuan dan anak.

TR &me A0 op

(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
ditetapkan denga1 Keputusan Bupati.

PREE |
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BAB IX
TANGGUNG JAWAB KECAMATAN,
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 67

(1) Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dalam upaya
mewujudkan KI.A adalah:

a. melakukan upaya membangun Kecamaran Layak
Anak;

b. membentuk Jan memfasilitasi Forum Anak di tingkat
Kecamatan;

c. membentuk dan memfasilitasi perlindiingan Anak
berbasis Kecamatan; dan

d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan
ketersediaan sumber daya dalam penyeleaggaraan
perlindungan Anak.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebhugaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kecama“an dapat
bekerja sama dengan lembaga Masyarakat dan Dunia
Usaha.

Pasal 68

(1) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan dalem upaya
mewujudkan KLA adalah:

a. melakukan upaya membangun Desa/Kelvrahan Leyak
Anak;

b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak i ‘ingkat
De¢sa/Kelurahan;

c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak
terpadu berbasis Masyarakat di Desa/Ke'urahan; dan

d. memberikan dulungan sarana dan prasatana dan
ketersediaan sumber daya dalaimn penyelenggaraan
perlindungan Anak.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat
bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan Dunia
Usaha. '

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA
DAN MEDIA MASSA

Pasal 69

Peran Serta Masyarakat dalam upaya mewujudkan KLA,
antara lain :

a. perwalian Anak oleh lemtaga Masyarakat atau
persecrangan sebagiimana diatur dalam letentuan

peraturan perundang-undangan;
. -
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(2)

pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksenaan
pengangkatan Anak;

menjamin perlindungan Anak dalam memeluk againanya;
menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak
bersama-sama dengan pemerintah;

memberikan bantuan di bidang pendidikan bagi Anak dari
Keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;

aktif bersama dengan pemerintah untuk
menyelenggarakan pemehharaan dan: perawatan Anak
terlantar;

aktif bersama dengan pemenntah untuk memberikan
perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan
hukum;

aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara
ekonomi dan/atau seksual,

aktif dalam upaya m -ngawasi serta mencegah Anak yang
menjadi korban penyalahgunian narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan
fisik dan/atau psikis; dan

turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang
obyektif.

Pasal 70

Dunia Usaha harus berperan serta dalam mewujudken
KLA.

Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan der gan :

a. menghtindari pelanggaran Hak Anak serta menangani
dampak buruk dari setiap usahanya;

b. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan
yang menyusui;

c. 1emberikan nak kepada tenaga kerja perernpuan
s=suai dengan peraturan perundangan-undar.gan:

d. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada
pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. menjamin bahwa produk-produk dan jesa yang
dihasilkan nman bagi Anal;

f. mendukung Hak Anak melalui berbagal produk dan
jasa yang dihasilkar;

g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati
dan mendukung Hak Anak;

h. tindakan sukurela untuk meamajuken dan
mempromosikan Hak Anak; dan

i. menyediakan flasilitas ramah Anal: antara lain toilet
Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramnah
Anak.

[
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Pasal 71

(1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi An ak, pelaku
usaha harus mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan
jam belajar Masyarakat.

|2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam be]ajar. Maguyaralkat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peracuran Bupati.

Pasal 72

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab‘
sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai
ketentuar peraturan perundang-undangan.

Pasal 73 !
Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KILA
meliputi :

a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;

b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan

c. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi
yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, perdidikan,
agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan
kepentingan terbaik bagi Anak.

BAB X1
PENGHARGAAN

Pasal 74
(1) Bupati memberikan p:nghargaan kepada pihak yang
berhasil menerapkan KLA.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (i) diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan dalam rancka implementasi KLA bersumbear dari: .

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undargan.

[ La
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan " Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, meme-intahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemnatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal ... Agustus 2024
BUPATI BUNGO,

™D

MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal ... Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,
TTD

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGC, PROVINSI JAMEI -
(../207.9)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTAMNG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

[. UMUM
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1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Culkup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukuvp jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18 '

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Facal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cul:up jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
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Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukunp jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas,

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas,

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasa! 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.
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Pasal 66
Cukup jelas.
Fasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMCR ..
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